SALINAN
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PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENGISIAN UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MALANG,

bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam
mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan
Pengisian Uang Persediaan Tahun Anggaran 2010;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengisian Uang
Persediaan Tahun Anggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur,
Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dagerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat || Maang dengan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3354);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Dagerah;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pedoman
Kerja dan Penekanan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 58 Tahun 2009;

Peraturan Daerah Kota Maang Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor
1 Seri A);

Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
(Berita Daerah KotaMalang Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGISIAN UANG

PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1

2.

Daerah adalah Kota Malang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
Walikota adalah Walikota Malang.

Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) pada lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah Uang Daerah yang diserahkan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD yang merupakan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung.

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah mekanisme pengisian
kembali Uang Persediaan yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai
Uang Persediaan kembali padanilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan
program dan kegiatan.

Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah mekanisme
penambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan jumlah batas pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan
tersebut.



BAB ||
PENGISIAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 2

Pengisian UP Tahun Anggaran 2010 bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang
dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pendanaan Kegiatan dan Program pada masing-
masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai besaran
sebagai mana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikotaini.

Pasal 3
Pengisian UP ini selanjutnya dipergunakan untuk membiayai belanja yang menjadi beban
daerah pada masing-masing SKPD yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung melalui APBD Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP dilaksanakan melalui transaksi pemindah bukuan/transfer dari
rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Giro milik SKPD pada Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Malang.

Pasal 5

M ekanisme pengisian kembali (revolving) UP dilaksanakan menggunakan instrumen GU.

Pasal 6
Besaran pengauan GU maksimal sebesar nominal  UP yang telah
dipertanggungjawabkan.

Pasal 7
Pengajuan TU untuk permintaan tambahan UP guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan UP.

Pasal 8
Batas jumlah pengajuan TU dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu

penggunaan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9



Dalam hal dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa TU disetor ke

rekening Kas Umum Daerah.

BAB I11
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara SKPD secara
Administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.

Pasal 11

Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara SKPD secara
Fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 12

Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara
Pengeluaran baik yang ada secara kas maupun dalam rekening bank milik SKPD harus
disetorkan kembali pada Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah
pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Malang.

Pasal 13

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan
format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

BAB |V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.



Ditetapkan di Malang
padatanggal 29 Januari 2010

WALIKOTA MALANG,
ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
padatangga 29 Januari 2010

SEKRETARISDAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19520620 198002 1 002

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI A

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003




